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Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 72 Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2AO4 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
L2 Tahun 2OO8, Jo Pasal 4 ayat {1-! trr:-n:f a, ayat {2}, {3} dan
ayat {4i Peraturan Il{enteri Dalarn Negeri Nomor 57 Ta-hun
2AO9 tentang Peru-bahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 44 Tahun 2AAT 'rentang Pedoman Pengelolaan
Belanja Pemiiihan Umum Kepala Daerah dan Wakii Kepala
Daerah, dimana biaya kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah dibebankan dalarn Anggaran Pendapatan
cian Beianja Daerah (APBD) pada Belanja Hibah Pemilihan
I-Imum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

b. bahwa berciasarkan pertimbangan sei:agaimana maksud
dalam hurlf a, perlu rnenetapkan Peraturan Walikota tentang
Standar Besaran Honorariurn Bagi Penyeienggffa Pemiiihan
Umum, Tenaga Pendukung, Kelompok Kerja (Pokja), Panitia
Dan Uang Lembur, dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum
Walikota etran Wakil Walikota Pontianak Tahun 2013;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repuhlik
Indonesia Tahun 1945;
ijnciang-Unciang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang:Undang Darurat Nornor 3 Tahun 1953 tenta-ng
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalirnantan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun i953 Nornor 9)
sebagaimana teiah dirrbah dengan Uneiang-Undang l{omor I
Tahun i965 ilembaran Negara Republik indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Negara Nomor 27561;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
ldegara {Lembaran Negara Republik Indonesia Ta}run 2OO3
l{omor 47, Tatrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
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4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2CIO4 tentang
Perbendaharaar, Negara (Lembaran Negara Republili
Indonesia Tahun 2oo4 Nomor sr, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor a3SS);

5. undang-undang Nomor 15 Tahun 2ao4 tentang pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara fl.embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa00);

6. undang-undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44371, sebagaimana telah diubah beberapa kari
terakhir dengan undang-Undang Nomor L2 Tahun 200g
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aSafl;

7. undang-undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
52a6);

8. undang-undrrrg Nomor 1.2 Tahun 2oll tenta.ng pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 523a);

9- undang-undang Nomor 15 Tahun 2oll tentang penyelenggara
Pemilihan urmum (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol1 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 52aQ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 20os tentang
Pemilihan,Pengesahan Pengangkatan, dan pemberhentian
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan
Pemerintah Nomor 49 Tahun 2OO8 (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahrrn 2OOB Nomor gZ, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aS6S);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2o05 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aS93);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negaral Daerah (Lembaran
Negara Tahun 20A6 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor g8
Tahun 2oo8 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a855);
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74. Peraturar Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2OOT
tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor ST
Tahun 2OO9;

15-Peraturan Menteri Dalpm Negeri Nomor 53 Tahun 2Ol7
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMITTUSKA$;

Menetapkan .' Peraturan Walikota Tentang Standar Besaran Honorarium
Bagi Penyelenggara Pemilihan Umum, Tenaga pendukung,
Kelompok Kerja (Pokja), Panitia Dan Uang Lembur, Dalam

i:fftrffitfjfj;l3 umum warikota Dan wakil warikota

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walilkota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai

lf,nsltr penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Standar Besaran Honorarium Bagr Penyelenggara Pemilihan Umum,

Tenaga Pendukung, Kelompok Kerja (Pokja) Panitia Dan uang Lembur
adalah honorarium setinggi-tingginya bagr Penyelenggara Pemilihan
Umum, Tenaga Pendudkung, Kelomok Kerja (Pokja), Panitia Dan Uang
Lembur Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil
Walikota Tahun 2013 untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka
pen5rusunan anggaran berbasis kinerja.

5. Satuan biaya umum adalah bagran dari komponen belanja dan meliputi
komponen kegiatan yang penggulaaarurya b,ersifat ltrrn]fir dan digunakan
dalam pen)rusunan dokumen anggaran.

6. Satuan biaya khusus adalah bagian dari komponen belanja pegawai yang
diatur secara khusus guna mendukung peran dan fungsi pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil
Walikota Pontianak Tahun 2013.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi
Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dalam pen5rusunan, pelaksanaan
serta pengendalian Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Komisi Pemilihan Umum
Kota Pontianak Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Pontianak
Tahun Anggaran 2013.
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Pasal 3

Pen3rusunan anggaran Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Komisi Pemilihan
umum Kota Pontianak dalam membiayai kegiatan bagi penyelenggara
Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pontianak berdasarkan
Peraturan walikota ?entang Standar Besaran Honorarium Bagr
Penyelenggara Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum
Walikota Dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2013.

Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat {1} diberikan dalam
rangka pelaksanaan Penyelenggaran Pemilihan Umum Walikota dan
Wakil Walikota Porrtianaak Tat*ra 20 13 -

standar biaya sebagaimana dimaksud ayat (21 tercantum dalam
Lampiran Peraturzrn Walikota ini.

BA.B 1}T

KETENTUAN PENUTUP

Pasa1 4

Pada saat Peraturan walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan
Walikota Pontianak Nomor 664 Tafuan 2OL2 tentang Penetapan Besaran
Honorarium Bagi Penyelenggara Pemilihan umum, Tenga Pendukung,
KeJompok xerya {Polge}, Panitia Dan uang Jembur, Dalam Pelaksarraan
Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 20L3,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap ora.ng dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ltr/altko&a ini dengan pr;nempatannya dalam Berita Daerah
Kota Pontianak.

Ditetapkan di Ponti anak
pada tanggal t Februari 2013

f***or wNnAnAKG

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 'l Februafl 2Ol3

fl"r*ro*r" KOTA FOr{TrAr{ArL
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LAIIIPIRAIIT
PERATURAII WALIKOTA POITTTIANAK

IIOMOR G TAHUfr 2013

TENTANG
STANDAR BESARAN HONORARIUM BAGI PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM, TENAGA PENDUKUNG, KELOMPOK KERJA
(POKJA), PANITIA DAN UANG LEMBUR DALAM PELAKSANAAN
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PONTIANAK
TAHUN 2OT3

No. URAIAN vol,itffE IIARGA
K TERAITGAITUnit Satuan SATUAI{

1 2 3 4 5 6
I. TIOITORARIIIM

Anggota I(PU Kota Poatianak
1. I. Ketua t OB Rp.4.5OO.O00 Masa Keria 8

2. Anggota 4 OB Rp.3.500.OO0 bulan

2. Sekretariat KPU Kota Pontianek
1. Sekretaris 1 OB Rp.2.00O.OOO,- Masa Keria 8

4 OB Rp.1.5OO.OO0,- bulal
3. IJendahara 1 OB Rp.1.250.000,-
z+. t elaksana l5 OB 750.O00.-
D. Tenaga Pendukung 10 OB Rp.1.0O0.0O0,-

3- Parritla Pearfllhaa Kecaanataa {ppII}
1. Ketua 1 OB Rp.1.250.000,- Masa Kerja 8 bulan
2. Anggota 4 OB .1.050.000,-

+. seEteteffSf lt PK :
1. Sekretaris 1 OB 750.000.- Masa Kerja 8 bulan
2. PUMK I OB 500.000
3. Anggota OB ),000,-

D. h=il_lf_P9_p3pgk* Qg:-1a_ (rps) :
1. Ketua t OB Ro.1.OOO.OOO-- Masa Kerja I bulan
2. Anggota 2 OB 750.000.-

6. Selretarlat PPS:
I. Sekretans 1 OB 500.ooo Masa Keria I buian
2. Urusan Tekhnis Penyelenggara.Los I OB Ro- 4OO OOO

9: u-.IgP3t Lu_'jgg*lgqt _ "

KPiis-;*-
1 OB Rp. 400.000,-

7.
1. Ketua 1 OB Rp. 350.00O Masa Kena 1

2. Anggota 6 OB Rp. 300.000 Paket
8. Petugas Pemutakhiraa Data pemllih

(PPpP)*______
1 OB Rp. 350.000 Masa Kerja 1

Paket
9. PA}IITIA P&I

1. Ketua I OB Rp. 335.0O0,- Masa Kerja 3
2. Sekretaris 1 OB Rp. 297.500,- Paket 2 bulan
s. Arlgota

TIM TEKIYIS PEIYGADAAIT BARAITG/JASA

3 OE Rp. 272.5AA,-
10. 3 OB Rp. 475.000 Masa keg'a 2 bulan

11. Kelompok Ketia (Poklel
1. Pengarah 5 OB Rp. 90O.000 Masa Keria
2. Penanggungjawab 1 OB Rp. 800.000 Paling lama 3
3. Ketua l OB Rp- 75O-O0O fltrlan
4. Sekretaris 1 OB Rp. 650.000
5. Aneqota 6 OB Rp. 5OO.OOO
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l{o. URAIAIT VOLI'ME HARGA
XETERAITGANUnlt Satuan SATUAIT

1 2 3 4 c 6

t2 Kepanitian :
1. Pengarah 1 OK Rp. 50O.OOO,- Dalam l kegiatan
2. Penanggungjawab 1 OK Rp.450.O00,-
3. Koordinator 1 OK Rp.400.000,-
4. Ketua 1 OK Rp.350.000,-
5. Sekretaris I OK Rp.3O0.000,-
6. Anggota 1 OK Rp.25O.OOO,-
7. Narasumber:

- Eselon II 1 OJ Rp.700.000,-
- Eselon III 1 OJ Rp.650.000,-

8. Moderator / Fasilitator 1 OJ Rp.4OO.OQO,-
9. MC 1 OK Rp.200.000,
10. Pembaca Doh ,t OK Rp.200.000,-

il uEng LeEbirr dan ueng Mekali
1. Uang Lembur :

1. Golongan IV 1 OJ Rp. 20.000,- 3 Jam PerHari
e, 

-9-o-l_e"lsgt_JII"
I OJ Rp. 77.AAA,- iO hari daiam

3. Golonmgan II 1 OJ Rp. 13.000,- 1 bulan

1, --9slg*** l 1 OJ Rp. 10.000,-

2. Uang MaLan Lembur :
1. Golongan IV 1 OH Rp.29.000,- 1 kali makan
2. Golongan III 1 OH Rp. 27.000,- dalam t hari
3. Golongan II dan I 1 OH Rp.25.O00,

wAr,IKOtrA POHTI.s;t*M4t
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